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Penelitian dilakukan dalam rangka menganalisis keterkaitan dan pengaruh regulasi
pemerintah, pengawasan serta tentang perilaku masyarakat dalam mencegah timbulnya
pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Penelitian dilakukan pada sejumlah
lembaga yang berkaitan dengan urusan pinjaman online seperti Otoritas Jasa Keuangan,
Dittipidsiber Bareskrim Polri, Perusahaan Fintech atau Jasa Pinjaman Online, Pusat Analisis
Transaksi Keuangan dan Asosiasi Fintech di Indonesia sebagai populasi penelitian yang
menggunakan teknik kuota dalam pengambilan sampel tersebut. Kuesioner merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pengujian atas data
tersebut menggunakan regresi linear berganda, dan uji hipotesis setelah pengujian kelayakan
inner dan outer model dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian
dua (H.2) dan tiga (H.3) diterima yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan dan perilaku
masyarakat dalam menggunakan internet sangat berpengaruh positif dan signifikan pada
efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal. Sedangkan pada hipotesis satu penelitian
(H.1) menyatakan bahwa regulasi tidak menunjukkan pengaruh kuat pada pencegahan
pinjaman online ilegal sehingga hipotesis penelitian satu ditolak.
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l. PENDAHULUAN

Pinjaman online merupakan alternatif yang sering dipilih oleh masyarakat dalam
menyelesaikan permasalahan keuangan secara cepat namun tidak terkadang tepat. Tahun 2016
pertama kali layanan pinjaman online tersebut lahir dan sering dimanfaatkan membantu UMKM lokal
mengatasi permodalan usaha mereka. Sumber dari Kementerian Kominfo menyatakan bahwa
masyarakat yang melaporkan kasus permasalahan dengan pinjaman online sebanyak 447 kasus yang
pada akhirnya merugikan masyarakat (Leski, 2021). Lebih lanjut menurut CNBC semenjak tahun
2018 sampai dengan Juli 2021 menurut data Satuan Waspada Investasi (SWI) bahwa pemerintah
sudah menutup sekitar 3.365 Fintech Lending (pinjaman) ilegal yang bermasalah (Bestari, 2021) dan
pada tahun 2023 juga menutup lembaga pinjaman online ilegal kembali menutup 337 pinjaman online
dan 228 milik pinjaman pribadi tanpa izin resmi (Wikanto & Ferdianto, 2024). Upaya ini merupakan
pencegahan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dari platform pinjaman online ilegal
dengan melakukan pemutusan pada aplikasi, dilakukan berkolaborasi dengan kementerian dan
lembaga terkait dengan pemangku kepentingan sektor privat demi terwujudnya pinjaman online yang
aman dan kondusif yang mendukung berkembangnya inklusi keuangan di masyarakat (Octaviano,
2021b; Peprah et al., 2020). Penyelenggaraan pinjaman online Peer to Peer Lending sangat
dimungkinkan terjadi berbagai risiko yang salah satunya risiko gagal bayar (Yuharnita, 2021), oleh
karenanya adanya pinjaman online ilegal juga akan mengganggu investasi masyarakat dan inklusi
keuangan, diakibatkan perilaku penyelenggara pinjaman online ilegal yang sering kali
mengintimidasi nasabah yang merupakan perbuatan tidak etis (Prihanto, 2018), mencemarkan nama
baik nasabah dan akhirnya membuat jera masyarakat untuk melakukan transaksi secara online
sehingga berdampak pada terhambat dan tidak meningkat maksimalnya laju pertumbuhan inklusi
keuangan (Nasution et al., 2020; Selfiani et al., 2022).

Referensi utama tentang pinjaman online yang digunakan penelitian ini menyatakan bahwa
dengan literasi, edukasi, pendidikan dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan layanan
pinjaman online untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat mencegah kriminalitas
(Alkasasbeh et al., 2024; Disemadi & Regent, 2021; Wang et al., 2024). Kendati telah ada regulasi
yang mengatur keberadaan platform bisnis pinjaman online melalui Peraturan OJK nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”
(LPMUBTI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang “Inovasi
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan” yang dikenal dengan POJK No.13, namun keberadaan
regulasi ini Indonesia belum disertai dengan sangsi hukuman pelanggaran bisnis tersebut (Pardosi &
Primawardani, 2020) dan masih memiliki kelemahan dalam aspek penerapan hukumnya (Hidajat,
2020) sehingga pinjaman online ilegal tumbuh subur kendati sudah ditutup dan diblokir karena
mereka masih dapat membuka kembali melalui aplikasi yang baru dengan menu yang tersedia di
Google (Asti, 2020). Selain itu dukungan masyarakat terhadap perilaku yang positif dan bijaksana
menggunakan teknologi sangat diperlukan (Ilangkumaran et al., 2013) dalam mencegah timbulnya
pinjaman online ilegal yang semakin berkembang dan meresahkan masyarakat berakibat pada
perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang belum maksimal (Nugroho, 2020).
Pengawasan serta perilaku masyarakat berhubungan kuat dalam kehati-hatian untuk menggunakan
informasi dan teknologi juga berpengaruh terhadap berkembangnya pinjaman online ilegal (Abbad,
2013; Kesharwani & Bisht, 2012) yang membuat keresahan (Darmawan & Prianto, 2021; Savitri et
al., 2021). Berdasar pada permasalahan yang dikemukakan tersebut penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis regulasi pemerintah, pengawasan dan perilaku masyarakat dalam mencegah timbulnya
pinjaman online ilegal



Il.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Perilaku Terencana

Penggunaan pinjaman online baik legal maupun ilegal pada hakikatnya terdorong oleh perilaku
terencana, untuk itu dalam permodelan pada TRA (Theory of Reasoned Action) merupakan tahapan
pengembangan yang selanjutnya disebut teori perilaku berencana. Perilaku khusus seseorang
ditentukan berdasarkan tujuan perilaku mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini
didasarkan pada keberadaan niat perilaku yang diprediksi oleh dua faktor: pertama, sikap seseorang
terhadap perilaku tersebut, dan kedua, norma subjektif yang terkait dengan perilaku tersebut (Ajzen,
1991, 2002; Fishbein & Ajzen, 1975). Kemudian perkembangan teori tersebut menjadi TPB (Theory
Planed Behavior) kemudian menambahkan kontrol yang dipersepsikan atas perilaku tersebut dengan
model yang sebelumnya tidak digunakan pada TRA, sehingga menjadi empat konstruksi pilar lainnya
memiliki berdampak langsung pada perilaku tersebut adalah adanya pengetahuan, arti penting dari
perilaku, kendala lingkungan, dan kebiasaan (Jaccard et al., 2002). Pada teori penggunaan TRA
menekankan pada sikap dan norma subjektif untuk menentukan niat berperilaku dan pada akhirnya
perilaku melakukan sesuatu tindakan, kemudian teori ini juga berhasil menjelaskan perilaku yang
berada di bawah kendali kemauan seseorang (Fishbein & Ajzen, 1975) yang pada akhirnya TPB
memperbesar TRA dengan merakit kontrol perilaku yang dirasakan di mana seseorang mungkin tidak
memiliki kontrol kemauan penuh atas perilaku (Ajzen, 1991). Para peneliti berikut (Chen & Tung,
2014; Denton & Maatgi, 2016; Mishal et al., 2017; Sharma & Joshi, 2017) memperkirakan dan
menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan dan memengaruhi perilaku di lingkungan menggunakan
model TRA atau TPB, dengan memberikan bukti yang mendukung teori ini. Dalam penelitian ini,
TRA dan TPB memainkan peran penting dalam memahami tindakan orang berdasarkan keinginan
mereka untuk menggunakan layanan pinjaman daring sebagai sarana penyelesaian kesulitan
keuangan.

2.2 Teori Model Penerimaan Teknologi

Karena penggunaan internet merupakan hasil dari kemajuan teknologi di masyarakat, maka
dalam penelitian ini digunakan Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan faktor-
faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi berdasarkan informasi secara umum. Teori ini juga
menjelaskan perilaku pengguna akhir dengan beberapa variasi dibandingkan dengan populasi
pengguna secara keseluruhan. (Davis, 1989). Selanjutnya TAM memiliki model yang dikembangkan
yang didasarkan pada teori psikologis dengan menjelaskan perilaku pengguna komputer atau internet
yang didasarkan pada adanya bentuk kepercayaan, adanya sikap, adanya keinginan, serta dan
hubungan antara perilaku pengguna dimana penggunaan teknologi tersebut berpengaruh pada
perilaku mereka (Lindell, 2020). Seharusnya dalam penerapan teknologi ini diiringi dengan edukasi
yang memberikan panduan pada penggunanya (Chen et al., 2018; Hsu et al., 2018; Scherer et al.,
2019). Penggunaan teknologi seharusnya mampu memberikan kemudahan dalam penggunaan dalam
praktik bisnis, memberikan kepercayaan para pemangku kepentingan dan kenikmatan yang dirasakan
dalam menggunakan secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penggunaan teknologi
informasi sebagai media yang membantu mereka (Bashir & Madhavaiah, 2015) bukan sebaliknya.
Setelah perkembangan teori TAM maka eksplorasi selanjutnya pada penerimaan dan penggunaan
teknologi secara terpadu yang dilakukan konsumen pada fintech atau pinjaman online juga didukung
penggunaan teori “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” atau UTAUT - 2 yang
dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2012) dimana dalam teori tersebut menggabungkan tiga
konstruksi yang membentuk UTAUT-2 tersebut yaitu : pada pengaruh motivasi untuk bersikap
hedonis, nilai dari suatu harga, dan kebiasaan yang didasarkan pada perbedaan individu pada strata :
usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Minat dari konsumen dalam menggunakan teknologi juga
diprediksi berdasarkan pada inovasi pada inovasi personal yang membuat para konsumen menerima
dan menggunakan teknologi tersebut (Farooq et al., 2017) yang selanjutnya menjadi UTAUT-3 dan
menjadi media yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan
(Bongomin et al., 2016).



2.3 Regulasi dan Pencegahan Pinjaman Online llegal

Regulasi pemerintah merupakan aturan penting sebagai panduan bagi pelaksanaan operasional
pelaksanaan pinjaman online, regulasi memberikan bentuk interaksi sosial oleh regulator dalam
mengatur dan meningkatkan legitimasi (Deegan, 2002), kemampuan melakukan manajemen risiko,
dan pengetahuan terhadap kerangka regulasi di antara regulator dalam meningkatkan pemahaman
mereka tentang kendala yang berhubungan dengan regulasi kemudian potensi risiko yang
memungkinkan terjadi terhadap penggunaan teknologi, maka dengan dukungan pemerintah sebagai
pemberi regulasi akan memberikan dukungan melakukan inovasi regulasi terhadap kegiatan yang
dilakukan agar tidak menyimpang (Alaassar et al., 2020; Hoerudin, 2020) yang pada akhirnya akan
mencapai Kinerja yang diharapkan yaitu terciptanya pinjaman online yang bermanfaat bagi
masyarakat (Eveleens et al., 2017;Tsai & Ghoshal, 1998). Regulasi pemerintah berfungsi mendukung
efektivitas dari proses operasional dan perkembangan bisnis diperlukan demi mewujudkan bisnis
yang berkeadilan, untuk itu wujud nyata dukungan dari pemerintah dan organisasi pembangunan
lainnya bermanfaat dalam menghasilkan situasi dimana inklusi keuangan yang kondusif,
pertumbuhan bisnis yang positif dan sebagainya (Umar, 2020), selain itu regulasi juga dirancang agar
kepatuhan antar para pelaku bisnis di masyarakat dalam melaksanakan bisnis saling memenuhi hak
dan kewajibannya, sehingga regulasi yang ditetapkan pemerintah menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat pencapaian keberhasilan inklusi keuangan (Jayasekara, 2020). Dengan
demikian semakin baik regulasi yang diterapkan maka semakin baik dan efektif mencegah terjadinya
kecurangan dalam bisnis yang dilakukan pinjaman online ilegal, untuk itu hipotesis penelitian satu
(H1) dikemukakan sebagai berikut:

H1: Regulasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal

2.4 Pengawasan Pemerintahan dan Pencegahan Pinjaman Online llegal

Pengawasan merupakan unsur yang berpengaruh pada timbul dan tenggelamnya pinjaman
online ilegal dimasyarakat, pengawasan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak terhadap
perlindungan masyarakat pada kejahatan yang dilakukan penyelenggara pinjaman online ilegal.
Dengan melakukan pengawasan secara efektif dan melekat maka pemerintah dapat melakukan pada
sejumlah platform pinjaman online (Asti, 2020). Pengawasan juga dapat dilakukan melalui kerja
sama antar lembaga pemerintah seperti: Kominfo, Otorotas Jasa Keuangan, dan Kepolisian melalui
pengawasan melekat, pendampingan dan peningkatan literasi digital dan perilaku pada masyarakat
yang bijak (Budiyanti, 2019; Darmawan & Prianto, 2021; Wahyuni & Turisno, 2019). Dengan
demikian pengawasan yang dilakukan semakin intensif akan mampu untuk meminimalisir dan
mencegah timbulnya pinjaman online ilegal dimasyarakat, untuk itu hipotesis penelitian dua (H2)
dapat dikemukakan sebagai berikut:

H2: Pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal

2.5 Perilaku Masyarakat dan Pencegahan Pinjaman Online llegal

Selain peran serta pemerintah yang menetapkan regulasi sebagai aturan pelaksanaan dan
mengawasi jalannya platform digital pinjaman online agar tidak menyengsarakan masyarakat, maka
harus didukung pula dengan perilaku masyarakat yang kooperatif dan memahami risiko berhubungan
saat mereka menggunakan platform ilegal tersebut berkaitan dengan perilaku yang terencana dari
masyarakat untuk menggunakan atau tidak platform ilegal tersebut (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen,
1975) serta kemudahan — kemudahan yang dijanjikan oleh pemilik platform pinjaman online tersebut
(Ajzen, 2002). Selain itu pola hidup yang mendorong masyarakat memanfaatkan platform ini adalah
gaya hidup masyarakat yang hedonis dan konsumtif (Sihombing et al., 2019). Dengan demikian
semakin baik dan bijaksana perilaku masyarakat terhadap gaya hidupnya maka akan terhindar dari
korban platform pinjaman online ilegal, untuk itu hipotesis penelitian tiga (H3) dapat dikemukakan
sebagai berikut:

H3: Perilaku masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal



I1l. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori asosiatif kausal, dimana
pada pendekatan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menguji beberapa variabel
sebagai faktor pencegahan timbulnya pinjaman online di masyarakat yang diperkirakan dari sejumlah
variabel prediksi (dependen) yaitu regulasi pemerintah, pengawasan pemerintah dan perilaku
masyarakat. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pihak yang terlibat dan
memahami permasalahan pinjaman online ilegal di wilayah DKI Jakarta yaitu: OJK (Otoritas Jasa
Keuangan), PPATK (Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan), Dittipidsiber Bareskrim
Polri, Perusahaan Fintek, dan Asosiasi Fintek Indonesia dengan unit analisis adalah para pengelola
atau personal yang memahami permasalahan pinjaman online ilegal. Teknik pengambilan sampel
menggunakan pendekatan kuota yaitu, setiap pihak atau responden yang sudah ditentukan
karakteristiknya dan diberikan kuota untuk mengisi kuesioner sebagai teknik pengumpulan data
(Sugiyono, 2018). Periode Penelitian dilakukan selama bulan Mei sampai dengan September 2024
dengan perolehan data yang direncanakan kurang lebih sebanyak 326 responden pihak yang
memahami dan berkaitan dengan pinjaman online, namun demikian sampel yang diperoleh secara
final adalah 120 setelah dikurangi dengan sampel outlier. Analisis data penelitian menggunakan alat
bantu SEM PLS (Structural Equal Modeling Partial Least Square) dengan uji deskriptif statistik, uji
kelayakan inner dan outer model serta instrumen penelitian. Pengujian pada hipotesis penelitian dan
regresi berganda linear digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien dan untuk menentukan
penerimaan hipotesis yang dikemukakan.

3.2 Pengukuran

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner yang mentransformasi data
ordinal menjadi interval dengan teknik modifikasi skala Likert (Likert, 1932) dengan rentang jawaban
1 (sangat tidak setuju sekali) sampai dengan 6 (sangat setuju sekali). Pengukuran terhadap variabel
independen yang diobservasi menggunakan sejumlah konsep dan teori yang dikemukakan sebagai
berikut: Regulasi menggunakan konsep (Alaassar et al., 2020; Inkpen & Tsang, 2005; Lee, 2009;
Nahapiet & Ghoshal, 1998) yaitu regulasi terdiri kebijakan dan aturan yang digunakan untuk
mengatur aktivitas dan operasional perusahaan finansial teknologi (pinjaman online) dari pemerintah
menggunakan dimensi sebagai berikut: 1)Struktural, 2)Relasional, dan 3)Kognitif. Variabel
Pengawasan Preventif pemerintah dalam mencegah penyimpangan menggunakan konsep (Revrisond,
1997) dengan dimensi sebagai berikut: 1)mencegah penyimpangan dari aturan, 2)memberikan
pedoman yang efektif dan efisien pada kegiatan, 3)wewenang dan tanggung jawab, 4)sumber daya
manusia yang kompeten (dimodifikasi oleh peneliti). Variabel Perilaku Masyarakat dalam
menggunakan sistem informasi teknologi (Ajzen, 1991, 2002; Venkatesh et al., 2012) menggunakan
dimensi sebagai berikut: 1)sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), 2)norma subyektif
(subjective norm), 4) persepsi pengendalian diri (perceived behavioral control). Pengukuran variabel
terikat Efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal menggunakan teori pencegahan kejahatan
(Arief, 2002) yang diukur dengan menggunakan dimensi sebagai berikut: 1)penerapan hukum pidana
(criminal law application) bagi pelaku; 2)pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
atau peringatan, dan; 3)pandangan masyarakat mengenai kejahatan pinjaman online dan
pemidanaannya lewat media massa (influencing view society on crime and punishment via mass
media).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan google formulir (G-
form) dan kombinasi dengan berbasis kertas diperoleh hasil responden yang terkumpul sebanyak 147
responden atau kuesioner yang telah terisi. Dari keseluruhan unit analisis yang menjadi populasi
dalam penelitian ini diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelayanan dan Analisis



Transaksi Keuangan, Dittipidsiber Bareskrim Polri, Perusahaan Fintech dan Asosiasi Fintech.
Perencanaan sampel semula yang direncanakan sebesar 326 responden (terlampir pada metode
penelitian), namun dalam pelaksanaannya hanya memperoleh 147 responden dikarenakan beberapa
faktor yaitu: 1)kurang kooperatifnya responden terhadap kesediaan pengisian kuesioner, 2)kuesioner
terdistribusi namun cenderung diabaikan oleh responden, 3)pengisian dilakukan namun beberapa
tidak sesuai dengan pertanyaan, 4)kesulitan dalam berkoneksi dengan para responden untuk
membantu pengisian kuesioner dengan kondisi perusahaan fintech yang tidak tersedia dan tidak jelas
baik data maupun alamatnya korespondensinya, dan diantaranya ada yang sudah tidak beroperasi.
Untuk itu komposisi data yang diperoleh berdasarkan perencanaan dan realisasi pengambilan sampel
dapat dikemukakan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Hasil Pengambilan Sampel

Keterangan Jumlah
Jumlah sampel yang direncanakan 326
Jumlah sampel diperoleh 147
Jumlah sampel yang terdiskualifikasi 27

Jumlah sampel yang digunakan (final) 120
Sumber: Data diolah

Beberapa penyebab sampel tidak dapat digunakan dalam pengolahan data dan harus dieliminasi
adalah dikarenakan jawaban yang datar dan hanya menunjukkan pada jawaban yang sama, contoh
responden hanya menjawab pada nilai 1 saja (sangat tidak setuju sekali) sejak pertanyaan/pernyataan
kuesioner awal sampai dengan akhir kuesioner, atau responden hanya menjawab dengan jawaban 6 (
sangat setuju sekali) saja. Dengan demikian dapat dipastikan jawaban responden tersebut tidak sesuai
dengan jawaban yang sebenarnya sehingga perlu untuk dikeluarkan dari pengolahan data.

Pengujian Uji Deskriptif data penelitian ini menggunakan angka dari hasil penjumlahan
kumulatif atau gabungan dari indikator yang digunakan sebagai dimensi, pada hakikatnya dimensi
penelitian yang merupakan gabungan indikator yang dituangkan berdasarkan konsep kuesioner yang
jabarkan dalam bentuk teori dengan hasil pengolahan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Ml Min  Max Mean 59  CA  validity AVE CR Rho A Kt
(No Questioner) Dev.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1-9)
Independen:
EF (53-62) 6.00  24.00 14.63-20.15 292-4.23 0898 0.547-0786 0716  0.883 0.800 Layak
Dependen:
REG (1-15) 500 36.00 17.41-2450 392-7.10 0950 0.514-0.867 0825 0.934 0.914 Layak
PENG (16-35) 800  36.00 2057-2695 397-6.63 0963 0.551-0.860 0793  0.939 0.929 Layak
PM (36-52) 3.00  30.00 9.53-21.43 3.23-536 0928 0514-0.744 0597  0.878 0.974 Layak

Keterangan:
Jumlah sampel diobservasi (n) adalah 120

Keterangan inisial: EF (Efektivitas), REG (Regulasi), PENG (Pengawasan), PM (Perilaku Masyarakat), Min
(Minimal), Max (Maximal), Mean (Rata-rata), Std Dev (Standar Deviasi), C.A (Cronbach Alpha), Validity
(Validitas), AVE (Average Variance Extracted), C.R. (Composite Reliability).

Simpulan dari seluruh hasil pengujian menyatakan layak dengan role of thumb yang telah ditetapkan pada
pengujian statistik.

Sumber : Data diolah SEM PLS

Hasil pengolahan uji statistik deskriptif dan pengolahan nilai instrumen penelitian diperoleh
hasil bahwa keseluruhan variabel atau model memenuhi aspek kelayakan dengan parameter nilai
standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean yang menyatakan bahwa seluruh data terdistribusi
dengan baik. Selain itu hasil uji validitas dan nilai Cronbach Alpha (reliabilitas) menunjukkan nilai
yang layak dengan role of thumb berada diatas rata-rata ketentuan dalam teori. Begitu pula dengan
nilai AVE, C.R, dan Rho_A yang telah melebihi dari nilai 0.50 sebagai panduan standar. Selanjutnya
pada tabel 3 menjelaskan hasil utama untuk penelitian dengan menentukan hipotesis yang diterima
atau ditolak sebagai berikut.



Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda dan Hipotesis Penelitian

Variabel Asumsi B T statistik Sig Uji Hipotesis Keterangan

Variabel

Observasi :

REG - EF HI (+) -0.105 1.548 0.122 HI1 (-) Ditolak

PENG - EF H2 (+) 0.752 0.000 H2 (+) Diterima
16.229 L iws

PM - EF H3 (+) 0.215 0.001 H3 (+) Diterima

3421 isex
Persamaan Regresi EF =-0.105REG + 0.752PENG + 0.215PM
R Square (adjusted) 0.585

Keterangan : * = 0.10, ** = 0.05, ***0.01 dan 0.000****
Pada tabel merepresentasikan pengujian menggunakan SmartPLS dengan variabel eksogen adalah REG
= (Regulasi Pemerintah), PENG (Pengawasan Pemerintah), PM = (Perilaku Masyarakat) dan variabel
endogen adalah EF= (Efektivitas Pencegahan Pinjol Ilegal) dengan f sebagai koefisien.

Sumber: Data diolah

Pada hasil tabel 3 setelah diolah menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam
penelitian tidak dapat diterima, hipotesis penelitian dua (H2) dan tiga (H3) adalah hipotesis yang
diterima karena dinyatakan positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi pada 0.00
atau lebih besar dari 1.96. Sedangkan pengujian hipotesis satu (H1) dinyatakan ditolak karena nilai
signifikansi sebesar 0.122 yang lebih besar dari 0.05 atau lebih kecil dari 1.96 dan berpengaruh
negatif. Selain nilai koefisien pada masing-masing variabel menunjukkan nilai yang layak pada
variabel pengawasan dan perilaku sedangkan nilai koefisien regulasi cenderung tidak sesuai dengan
ekspektasi. Selain output dari perhitungan Smart PLS tersebut maka uji regresi linear berganda dan
hipotesis dapat dibuktikan juga dengan gambar path diagram 1 yang merupakan hasil pengolahan
data statistik sebagai berikut:

P1 _» EF1 P1 EFL
L.

R s e 2o
0907 _ om— ¥ “‘0'3024 £ #5069 e ——* \23i874’ =
0858 P 802y 426940 187,
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Gambar 1. Uji Regresi Berganda dan Hipotesis

Kemudian nilai koefisien determinasi (R?) menunjukkan hasil yang goodness of fit dengan nilai
sebesar 0.585 yang dapat diartikan bahwa model yang digunakan dan dipilih dalam penelitian ini
untuk mengobservasi variabel dependen (terikat), regulasi, pengawasan dan perilaku terhadap
pengaruh pada efektivitas pencegahan pinjaman online ilegal sangat baik yang ditunjukkan dengan
dengan nilai R? sebesar 58.5% diatas 50 %.



4.2 Pembahasan
4.2.1 Regulasi Pemerintah dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan Smart PLS diperoleh hasil bahwa hipotesis
penelitian satu (H1) ditolak yang artinya regulasi yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini belum
mampu untuk menekan dan mengendalikan pertumbuhan pinjaman online ilegal di Indonesia, karena
banyaknya pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga
mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat (Utomo et al., 2022) terutama terjadi
pada privasinya (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023) sehingga perlu adanya regulasi yang dibuat
untuk penataan yang mengarah pada kepatuhan hukum untuk penerapan model bisnis yang jalankan
para pelaku bisnis (Rosenblum et al., 2015). Regulasi yang efektif seharusnya mampu untuk
mencegah timbulnya platform pinjaman online ilegal, namun faktor kelemahan regulasi pemerintah
yang didalamnya mengatur operasional pinjaman P2P (peer to peer) ilegal, yaitu tidak adanya sanksi
hukum yang tegas bagi operator pinjaman P2P yang terbukti bertindak tidak etis terhadap nasabah
atau peminjam (Hidajat, 2020), dengan demikian yang disimpulkan bahwa regulasi belum efektif
menjangkau permasalahan ini. Lebih jauh beberapa referensi menyebutkan bahwa pemerintah harus
mewaspadai kegiatan pinjaman online dimana usaha peminjaman dan peminjaman dengan anonim
dapat menimbulkan risiko potensial seperti pencucian uang, pendanaan teroris, risiko penipuan, dan
asimetri informasi (Teichmann et al., 2023; Wahyuni & Turisno, 2019). Menurut data OJK (2019)
bahwa tindakan kegiatan penanganan secara umum dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
menginventarisasi, menganalisis, menghentikan atau mencegah aktivitas terlarang di bidang
pengelolaan investasi dan pengumpulan dana publik, serta persyaratan untuk menyelidiki klaim
pelanggaran, menemukan lokasi yang berpotensi membahayakan, dan merumuskan saran untuk
tindakan lebih lanjut. (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023).

Hasil penelitian ini kendati bertolak belakang dengan hipotesis yang dikemukakan namun
sejalan dengan fenomena dan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun telah
banyak ditutup platform pinjaman online ilegal namun kemudian masih timbul kembali pinjaman
online ilegal tersebut dengan bentuk yang lainnya (Bestari, 2021; Octaviano, 2021a) yang tidak
diketahui modusnya dan berakibat meresahkan masyarakat. Upaya selanjutnya kemudian pada tahun
2023 pemerintah juga kembali menutup keberadaan pinjaman online ilegal yang meresahkan
masyarakat (Wikanto & Ferdianto, 2024) sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat. Karena
pesatnya pertumbuhan industri fintech di Indonesia, OJK kembali membuat regulasi untuk
memberikan perlindungan konsumen. Pada tahun 2018, OJK kembali menerbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa
Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Regulasi ini mengatur keberadaan pinjaman online
di Indonesia. Agar hak dan kewajiban nasabah dapat terpenuhi di mana pun, para pelaku usaha
pinjaman online selain harus memiliki sistem kelembagaan dan permodalan yang kuat, juga harus
memasukkan perlindungan nasabah ke dalam sistem operasionalnya (Alaassar et al., 2020; Inkpen &
Tsang, 2005; Lee, 2009; Nahapiet & Ghoshal, 1998), Hal ini dikarenakan regulasi yang ada masih
belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan layanan pinjaman daring berbasis peer-to-peer
(P2P) lending sebenarnya telah sangat menguntungkan masyarakat karena masyarakat kelas
menengah ke bawah yang selama ini tidak dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan maupun
pegadaian karena keterbatasan sumber daya, justru sangat diuntungkan dengan layanan tersebut.
Akan tetapi, tindakan pelaku usaha pinjaman daring justru menjerat masyarakat dan menghambat
perkembangan fintech karena sebagian pelaku usaha di ruang ini lebih mengutamakan perolehan
keuntungan dibandingkan beroperasi berdasarkan izin OJK yang sah (Situmorang, 2021). Pemerintah
menyediakan media pengaduan terhadap pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat melalui
sejumlah lembaga penegak hukum dan pihak lain, seperti kepolisian, dengan situs pengaduan:
www.patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id Selain itu, pengaduan dapat dilakukan melalui nomor
kontak OJK 157 melalui whatsapp 081157157157 dan juga melalui “pengaduan email:
konsumen@ojk.go..id atau waspadainvestasu@ojk.go.id” (Kominfo, 2021). Seluruh saluran tersebut
saat ini belum efektif dalam penindakan terhadap platform pinjaman online ilegal
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4.2.2 Pengawasan Pemerintah dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Hipotesis penelitian kedua (H2) diterima karena pemantauan pemerintah secara signifikan dan
positif mengurangi kejadian pinjaman internet ilegal, menurut temuan pengolahan data statistik
menggunakan Smart PLS. Jika dibandingkan dengan variabel atau model lain, model yang disediakan
yang mengemukakan pemantauan pemerintah mempunyai nilai koefisien yang paling besar., terlebih
setelah peneliti menambahkan dimensi sumber daya manusia. Hasil dimaknai bahwa pengawasan
pemerintah sangat berperan penting dan krusial artinya dalam menghasilkan efektivitas mencegah
timbulnya pinjaman online ilegal. The study's findings are consistent with current events and evidence
that government initiatives, including oversight and enforcement operations, have been successful in
shutting down and preventing the proliferation of illicit internet loans in society (Bestari, 2021;
Octaviano, 2021a; Wikanto & Ferdianto, 2024), Otoritas Jasa Keuangan, Kominfo, Kepolisian, dan
instansi pemerintah lainnya langsung mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan
layanan fintech peer-to-peer lending yang sering disebut dengan layanan pinjaman online. Namun
selama merebaknya virus Corona (Covid-19), banyak dari pemberi pinjaman internet tersebut yang
lolos dan terhindar dari pengawasan resmi karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(Sugangga & Sentoso, 2020). Banyak orang yang menjadi korban penipuan dari perusahaan pinjaman
online yang tidak teregulasi akibat krisis ekonomi dan keuangan yang sedang dialami masyarakat saat
ini, dan akibatnya, mereka tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo.

Sebaliknya, pinjaman daring yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disebut sebagai
fintech pinjaman daring (pinjol) ilegal (Laksana & Harja, 2020), strategi ini dilakukan pemerintah
sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban pinjaman jebakan. Otoritas Jasa
Keuangan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dan menjelaskan kepada
masyarakat tentang bentuk penyelenggaraan pinjaman daring yang telah terdaftar di lembaga tersebut
yang disertai dengan izin dan dipublikasikan di media secara resmi. Salah satu tantangan yang
dihadapi Otoritas Jasa Keuangan adalah meskipun telah berkali-kali melakukan pemblokiran, namun
kemunculan pinjaman daring ilegal belum sepenuhnya terhenti oleh pemblokiran yang telah
dilakukan. Hal ini dikarenakan mudah dan terbukanya perusahaan pinjaman daring ilegal untuk
membuat aplikasi di Google yang memudahkan terciptanya kembali platform layanan pinjaman
sejenis (Asti, 2020) dengan modus lainnya. Selain itu teknologi yang tersedia dengan penggunaan
yang mudah (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2012) mendorong para pembuat platform pinjan online
terus berinovasi untuk berniat membuat bisnis baru, sehingga dampak negatif yang timbul dari
pinjaman online ilegal dapat diminimalisir dan dicegah melalui kerja sama antar lembaga pemerintah
seperti: Kominfo, Otorotas Jasa Keuangan, dan Kepolisian melalui pengawasan melekat, peningkatan
literasi digital dan perilaku pada masyarakat yang bijak (Budiyanti, 2019; Darmawan & Prianto,
2021; Wahyuni & Turisno, 2019). Kerja sama dalam pengawasan yang melibatkan antar lembaga
sangat penting dan bernilai positif dalam mencapai keberhasilan dari tujuan (Sackey & Caesar, 2020),
karena hakikatnya pengawasan secara makro ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu lembaga,
dibutuhkan kerja sama dan saling koordinasi dalam penanganan permasalahan platform pinjaman
online ilegal ini.

4.2.3 Perilaku Masyarakat dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik penelitian menggunakan Smart PLS menyatakan
bahwa perilaku masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan timbulnya
pinjaman online ilegal, dengan demikian hipotesis penelitian tiga (H3) diterima, artinya tumbuh dan
berkembangnya pinjaman online ilegal juga dapat bergantung pada perilaku masyarakat yang
merespon dan membutuhkan pinjaman online tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah
memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pinjaman online (Asti, 2020).
Hasil penelitian ini dapat sejalan dengan penelitian tentang fintech (pinjaman online) pada Tiongkok,
Inggris dan Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa tiga tema dominan peneliti sebelumnya
yaitu: 1)faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi produk dan layanan
teknologi, 2) karakteristik peminjam dan pemberi pinjaman yang mempengaruhi penggalangan dana



di platform kredit Fintech dan, 3) evolusi pasar Fintech selama bertahun-tahun (Thomas et al., 2023).
Muncul produk seperti blockchain, kecerdasan buatan, data besar pada sistem keuangan, mendorong
faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan Fintech. Maraknya
pinjaman online di Indonesia yang mendorong masyarakat memanfaatkan platform ini adalah gaya
hidup masyarakat yang hedonis dan konsumtif (Sihombing et al., 2019), selain itu persepsi
kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan aplikasi pinjaman online dibandingkan dengan
perbankan turut mempengaruhi maraknya pinjaman online (Davis, 1989) yang kemudian sulit untuk
diberantas karena perilaku masyarakat tersebut sangat rentan justru mendukung tumbuh
berkembangnya pinjaman online ilegal.

Untuk memperkuat hasil riset maka wawancara juga digunakan untuk melengkapi hasil
penelitian yang merupakan ungkapan fakta yang diperoleh dari informan penelitian secara empiris
dilapangan, wawancara menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam ketertarikan menggunakan
dan memilih platform pinjaman online selain yang dikemukakan diatas adalah lebih pada faktor:
1)motif keterpaksaan karena tidak mendapat persetujuan dari bank dalam pinjaman yang diajukan, 2)
ingin cepat memperoleh uang segar, 3) syarat yang mudah ditawarkan, 4)gencarnya promosi yang
dilakukan platform pinjaman online melalui sosial media, 5) kemudahan mengakses informasi
melalui internet dengan menggunakan telepon genggam, 6) dan motif lainnya.

V. KESIMPULAN
51 Kesimpulan

Hasil pengolahan data statistik penelitian secara empiris menunjukkan bahwa regulasi tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan timbulnya pinjaman online ilegal, sehingga
hipotesis penelitian satu (H1) ditolak yang membuktikan regulasi yang diterbitkan pemerintah belum
efektif mengatur operasional dan pengelolaan pinjaman online. Selanjutnya penelitian juga
membuktikan bahwa pengawasan pemerintah dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap
pencegahan timbulnya pinjaman online ilegal sehingga hipotesis penelitian dua (H2) dan tiga (H3)
diterima, hasil membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah terbukti efektif yang
didukung dengan perilaku masyarakat yang dapat mencegah timbul dan berkembangnya pinjaman
online. Hasil penelitian ini terbukti juga sejalan dengan fenomena dan fakta pinjaman online yang
saat ini berkembang di Indonesia beserta permasalahan yang terjadi.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lainnya yang diprediksi sebagai
faktor kuat yang dapat mencegah timbulnya pinjaman online ilegal seperti edukasi, teknologi
informasi, budaya dan lain sebagainya. Selain itu penguatan dan perluasan sampel perlu dilakukan
pada sejumlah sampel yang belum diterapkan pada peneliian ini seperti pada masyarakat pelaku
peminjaman online dan pengelola pinjaman online. Penelitian ini juga masih berbatas pada jumlah
sampel yang belum maksimal, peneliti selanjutnya dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan
menambah jumlah sampel yang lebih maksimal.

Selanjutnya saran dalam bidang praktis bagi pengambilan kebijakan untuk efektivitas
pencegahan pinjaman online ilegal adalah berdasarkan hasil riset adalah para penegak hukum
melakukan komitmen dalam menegakkan regulasi yang mengikat dan memberikan sanksi hukuman
bagi pelanggaran yang mengarah pada kriminalitas dengan membentuk satuan khusus yang
menangani penegakan hukum khusus pada pelanggaran platform pinjaman online ilegal, selain itu
edukasi secara kontinue yang diimbangi perilaku positif perlu dilakukan agar masyarakat tidak
terjebak dalam kasus pinjaman online ilegal yang berakhir pada kriminalitas.



5.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah sampel yang diperoleh kurang maksimal dimana
beberapa responden cenderung kurang dapat bekerja sama dengan peneliti dalam pengisian
kuesioner, selain itu terdapat kuesioner yang telah diisi oleh para responden yang tidak menunjukkan
kondisi sebenarnya disebabkan kondisi terburu-buru, terpaksa dan tidak berkenan dalam pengisian
kuesioner penelitian tersebut sehingga hasil pengisian tersebut pada akhirnya tidak digunakan dalam
penelitian ini sebagai pengolahan data. Konsekuensi atas pengambilan keputusan tersebut dapat
berpotensi mengurangi tingkat keyakinan pada kesimpulan yang diambil pada penelitian ini walaupun
tidak akan mengubah hasil.
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